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ABSTRAK Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah
terdiri atas Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan  Pelatthan Daerah, serta
penyesuaian intensitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
termasuk didalamnya penyesuaian kedudukan Rumah Sakit
Umum Daerah;

Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan yang
didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di Daerah, perlu
dilakukan penataan Perangkat Daerah melalui penggabungan
Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan rumpun urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu urusan
bidang pangan dengan urusan bidang pertanian dan urusan
bidang kelautan dan perikanan, urusan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dengan urusan bidang
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, termasuk
didalamnya penyesuaian tipelogi Kecamatan yaitu Kecamatan
Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir;

Untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
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Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Salatiga Nomor 9);

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perangkat Daerah

dengan susunan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf

- Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung
DPRD

- Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Dinas Daerah, terdiri atas:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan.

Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Sosial Tipe B  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang sosial.

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan
kebakaran.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang
pertanahan.

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang
kehutanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan, dan bidang kearsipan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
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bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang
persandian.

Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan.

Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian,
serta bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi,
usaha kecil, dan menengah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan, dan bidang pariwisata.

Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang
transmigrasi.

. Badan Daerah, terdiri atas:

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik.

. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:

-  Kecamatan Argomulyo Tipe A.

- Kecamatan Sidorejo Tipe A.
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- Kecamatan Tingkir Tipe A.
-  Kecamatan Sidomukti Tipe B.

Penyelenggaraan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah terdiri dari 11 Pasal

CATATAN - Perda ini berlaku mulai tanggal 6 Juli 2020
- Perda ini diundangkan pada tanggal 6 Juli 2020
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